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Rifin Nurhakim Sahetapi, E0005275. 2010. TINJAUAN TENTANG 
PELAKSANAAN PERLAWANAN UNTUK MENUNDA EKSEKUSI DALAM 
SENGKETA PERDATA ( STUDI KASUS PERKARA NO: 8/PDT.PLW/2000 / 
PN PROBOLINGGO) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan yang digunakan 
saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata, 
bagaimanakah proses pemeriksaan, pertimbangan dan putusan hakim pada  
perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata,dan bagaimanakah 
akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa 
perdata. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu hasil wawancara  dengan 
hakim, dan panitera di Pengadilan Negeri Probolinggo, sumber data sekunder 
meliputi berkas perkara No : 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo, buku-buku literature, 
peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pada perkara No :8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo terdapat  
alasan  untuk menunda eksekusi yaitu dengan melakukan gugatan perlawanan, 
dimana alasan gugatan perlawanan tersebut adalah ahli waris memposisikan 
dirimereka sebagai pihak ketiga serta masih berlangsungnya upaya hukum peninjauan 
kembali. Putusan majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa gugatan 
perlawanan pelawan tersebut tidak jelas atau kabur, karena tidak memenuhi syarat 
formalitas, sehingga gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
Akibat hukum dari putusan perlawanan maka eksekusi langsung dijalankan, tetapi 
pihak yang menang tetap belum mendapatkan realisasi dari eksekusi.Eksekusi belum 
bisa dijalankan, karena kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan. 
Gugatan perlawanan merupakan upaya yang direkayasa oleh para pelawan 
untuk menunda-nunda eksekusi dan memperkeruh sengketa perdata tersebut, 
solusinya adalah Ketua Pengadilan Negeri lebih cermat dalam mengambil keputusan 
apakah suatu gugatan perlawanan tersebut diterima atau ditolak untuk kemudian 
diajukan pemeriksaan dalam persidangan. Kondisi tertentu dari suatu sengketa 
perdata ini yang “kasuistis” dimana diperkirakan pelawan dengan massa akan 
melakukan perlawanan secara fisik dilapangan saat eksekusi berlangsung, dengan 
memilikai massa yang cukup besar, maka sangat sulit aparatur negara untuk 
melaksanakan eksekusi secara paksa, bahkan polisipun tidak berani membekingi 
proses eksekusi, karena takut malah akan terjadinya kerusuhan masal. Solusinya 





menetapkan waktu yang tepat, ketika melihat adanya potensi perlawanan yang cukup 
kuat dari tereksekusi. 

































Rifin Nurhakim Sahetapi, E0005275. 2010. A REVIEW ON THE 
IMPLEMENTATION OF RESISTANCE TO DELAY EXECUTION IN CIVIL 
DISPUTE (A CASE STUDY ON CASE NO: 8/PDT.PLW/2000/PN 
PROBOLINGGO) 
This research aims to find out the rationale used when filing the resistance to 
delay execution in civil dispute, how the examination process is, the judge’s rationale 
and decision in the resistance to delay execution in civil dispute and what the legal 
consequence of resistance decision to delay the execution in civil dispute. 
This study belongs to an empirical law research that is descriptive in nature 
using qualitative approach. The data source derives from primary, and secondary data 
sources; the primary data source includes the result of interview with the judge, and 
registrar in Probolinggo First Instance Court, while the secondary data source 
includes the case document no: 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo, literature books, 
legislations and other research result. 
Based on the result of research and data analysis, it can be concluded that the 
case No: 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo there is rationale to delay the execution that 
is by applying resistance indictment, in which the rationale of such resistance 
indictment is that the beneficiaries position themselves as the third party as the 
judicial review still proceeds. The Chamber of judge’s decision finally states that the 
resistance indictment is obscure, because it does not meet the formality condition, so 
that the resistance indictment should be stated as not acceptable. The legal 
consequence of resistance decision is that the execution will be carried out directly, 
but the winning party remains not getting the realization of execution. The execution 
cannot be carried out, because of impossible condition of the field. 
The resistance indictment is the attempt reengineered by the resistor to delay 
the execution and to exacerbate the civil dispute, the solution is that the Chief of First 
Instance Court should be more precise in making decision whether a resistance 
indictment is accepted or rejected to be proposed then in the trial examination. 
Certain condition of a casuistic civil dispute in which it is estimated that the resistor 
along with the mass will carry out the physical resistance in the field during the 
execution, with a large number of masses, it is difficult for the state apparatus to carry 
out the execution compulsively, even the polices are not brave to support the 
execution process, because they fear of massive riot occurring. The solution is that the 
execution is not necessary to be carried out immediately considering the strong 
enough potential resistance from the executed. 
 













“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantarakamu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
(Al-Mujadilah:11) 
 
“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalian boleh menyampaikan riwayat yang 
benar dari kalangan bani israil, namun juga tidak berdosa (jika kalian tidak 
menyampaikannya). Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan mengatasnamakan 
aku, maka bersiap-siaplah masuk neraka”  
(H.R.  Bukhari) 
 
“Barangsiapa menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, niscaya 
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Gambar I  : Model Analisis Interaktif 































A. Latar Belakang Masalah 
 
Dalam penegakan hukum perdata, lembaga pengadilan sebagai tempat harapan 
terakhir bagi para pencari keadilan, ketika para pihak dalam suatu perselisihan tidak 
dapat menyelesaikan sendiri, maka para pihak tersebut dapat mengajukan perkara ke 
pengadilan. Sebagimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, bahwa pengadilan 
negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 
pidana dan perdata pada tingkat pertama. 
 
 Khusus dalam sengketa perdata, jika terjadi sengketa antar pihak dan mereka 
tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa 
perdata ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan sebagai tempat pelarian terakhir 
bagi pencari keadilan. Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan 
harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan 
diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 
 
Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa 
dan menetapkan hak atau hukumnya saja. Ini tidak berarti semata-mata hanya 
menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaanya 
(eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan 
belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau 





untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, 
yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara 
paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada 
putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan 
keTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat 1 UU No.4 Tahun  2004)”(Sudikno 
Mertokusuno:2006:219).    
 
Proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan pada hakekatnya 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. 
Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan 
putusan saja belumlah selesai pesoalannya, karena hal itu baru dimaksudkan untuk 
menetapkan hukumnya dari sengketa itu, maka di perlukan pelaksanaan dari putusan 
tersebut apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. 
 
Putusan hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim yang amar atau 
diktumnya condemnatoir, yang artinya mengandung suatu penghukuman. Sedangkan 
putusan-putusan hakim yang amar atau diktumnya deklaratoir atau konstitutif tidak 
perlu dieksekusi, karena begitu putusan deklaratoir atau konstitutif diucapkan, maka 
keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan deklaratoir mulai berlaku pada saat itu 
juga, atau dalam hal putusan konstitutif, dimana keadaan baru sudah tercipta pada saat 
itu. Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk : 
1. menyerahkan suatu barang 
2. mengosongkan sebidang tanah 
3. melakukan suatu perbuatan tertentu 
4. menghentikan suatu perbuatan tertentu 
5. membayar sejumlah uang (R. Subekti : 1997:130) 
 
Pada Prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum 
apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara 
sukarela, jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara 
sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan, sehingga harus dibedakan antara 
menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi 
(Yahya Harahap:2007:11-12). 
 
Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak yang kalah menerima dan 





menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah tidak mau 
menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pengadilan harus memaksa pihak yang 
kalah untuk menjalankan putusan. Eksekusi sebagai salah satu tindakan hukum 
mempunyai peran yang sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan perdata 
yang membutuhkan pelaksanaan putusan secara paksa. Eksekusi masuk dalam tata 
tertib beracara  yang terdapat dalam HIR. Eksekusi adalah proses terakhir dalam suatu 
tata tertib beracara di peradilan perdata. 
 
Dewasa ini kita sering melihat banyak terjadi kericuhan saat terjadi proses 
eksekusi dalam sengketa perdata, biasanya terjadi antar kalangan pejabat pelaksana 
eksekusi beserta aparatur negara dengan pihak/para pihak tereksekusi, Ini terjadi 
karena ketidakpuasan pihak yang kalah terhadap putusan akhir dari hakim yang 
kemudian di realisasikan lewat eksekusi. Tidak sedikit pula pihak-pihak dalam 
sengketa perdata yang tidak mengetahui tata tertib beracara pada sengketa perdata 
yang benar khususnya pada pelaksanaan eksekusi. 
 
 Saat ini banyak dijumpai proses pemeriksaan sengketa perdata yang baru 
selesai bertahun-tahun kemudian, bahkan sampai melibatkan ahliwaris dari masing-
masing pihak, karena pewarisnya telah meninggal. Tata tertib proses berperkara kita 
yang memang masih sangat panjang alurnya, ini tentu bukan suatu hal yang baik bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata, mereka harus berselisih dan saling 
serang pada jangka waktu yang cukup lama, mengeluarkan banyak tenaga, pikiran dan 
biaya. Tentu akan menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan terhadap salah satu 
pihak yang kalah dalam sengketa perdata tersebut, yang sudah mengorbankan segala  
tenaga, pikiranya, biaya dan lain sebagainya dalam sengketa perdata tersebut. 
 
Pihak yang kalah dalam sengketa perdata dapat memanfaatkan celah-celah 
dalam hukum acara perdata kita, dari mulai mengunakan upaya hukum biasa terdiri 





biasa terdiri dari Peninjaun Kembali (PK) dan perlawana pihak ketiga (derden verzet), 
disamping itu juga ada beberapa dari pihak yang kalah, dengan itikad tidak baik, 
banyak mengunakan upaya yang direkayasa hanya untuk sekedar mengulur-ulur 
waktu proses eksekusi, jelas ini merupakan itikad yang tidak baik dari pihak tersebut, 
serta melanggar azas peradilan cepat, singkat dan murah. 
 
Perlu diingat juga bahwa salah bila mengangap praktek hukum semata-mata 
proses advokasi, bahkan dalam praktek yang tradisional sekalipun, hanya sebagian 
kecil pekerjaan hukum diselesaiakan melalui pengadilan. keahlian negoisasi adalah 
solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berasaskan win-win 
solution, sehingga lebih berperikemanusiaan bagi pihak-pihak yang berperkara. 
Keterampilan-keterampilan seperti ini juga harus dimiliki oleh aparatur penegak 
hukum dan juga para akademisi. Dalam menjalankan eksekusi sengketa perdata perlu 
di perhatikan aspek-aspek kemanusiaanya dari para pihak dalam sengketa dan 
menjadi tugas dan tanggungjawab aparatur negara untuk menjadi negosiator yang 
baik (Stuart A.Handmaker:1995:897). 
 
Salah satu yang menjadi materi penelitian disini adalah adanya perlawanan 
untuk menunda eksekusi dari pihak yang kalah dalam sengketa perdata, hal ini di 
ajukan oleh pihak yang kalah karena tidak puas atas putusan hakim yang sebelumnya, 
dengan adanya hal ini maka pihak tersebut meminta proses eksekusi ditunda terlebih 
dahulu sampai selesainya proses pemeriksaan perlawanan yang diajukan tersebut. 
 
Perlawanan (verzet) pihak tereksekusi merupakan upaya hukum yang langsung 
datang dari pihak tereksekusi sendiri. Pihak- pihak yang menjadi subjek gugatan 
perlawanan persis sama dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata yang hendak 
dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan. Persis murni seperti perkara 
semula. Hanya dalilnya saja yang berbeda, Landasan kebolehannya diatur pada Pasal 
207 HIR. Tujuan  perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, 
pada hakikatnya : 





2. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak 
dieksekusi tidak mengikat 
3. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi (Yahya Harahap:2007:434) 
 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 
penulisan hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan mengambil judul:  
“  TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERLAWANAN UNTUK 
MENUNDA EKSEKUSI DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS 
PERKARA NO: 8/PDT.PLW/2000/PN PROBOLINGGO)” 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah merupakan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, 
sehingga dengan perumusan masalah yang  jelas dapat memberikan kemudahan untuk 
memecahkan suatu permasalahan. Adapun masalah pokok yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Alasan apa saja yang digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda 
eksekusi dalam sengketa perdata.  
2. Bagaimanakah proses pemeriksaan, pertimbangan dan putusan hakim pada  
perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata. 
3. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda 
eksekusi dalam sengketa perdata. 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Suatu kegiatan penelitian pasti selalu mempunyai tujuan yang jelas agar hasil 
penelitian tersebut dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun keperluan ilmiah. 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah 






1. Tujuan Obyektif 
 
Tujuan obyektif merupakan tujuan untuk memperoleh data dalam 
rangka mengetahui jawaban permasalahan. Tujuan obyektif dari penelitian ini 
sendiri adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang digunakan saat mengajukan 
perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata 
b. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan, pertimbangan dan 
putusan hakim pada perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa 
perdata. 
c. Bagaimana akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda 
eksekusi dalam sengketa perdata. 
 
2. Tujuan Subyektif 
 
Tujuan subyektif merupakan motif subyektif penyusunan penelitian 
ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
a. Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan dan 
pemahaman penulis mengenai pelaksanaan perlawanan untuk  menunda 
eksekusi dalam sengketa perdata  
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran baik itu kepada pemerintah, 
akademisi, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum 
c. Untuk memperoleh data-data yang relevan, lengkap dan jelas sebagai 
bahan utama dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi syarat 
untuk menperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas 







D. Manfaat Penelitian 
 
 
Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi 
manfaat dan kegunaan bagi para pihak. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara 
pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan tentang permasalahan-permasalahan seputar 
pelaksanaan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap 
pengkajian dan penulisan karya ilmiah sejenis untuk tahapan selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan 
perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman 
dan kesadaran bagi para aparat penegak hukum akan tugas dan tanggung 
jawabnya dalam melindungi hak-hak para pihak dalam suatu sengketa 
perdata di pengadilan.  
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir kritis bagi  







E. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan faktor yang sangat penting 
untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas dan juga 
metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian 
jumlah dan jenis yang dihadapi. 
 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam upaya untuk mengumpulkan 
data dan analisis data dalam rangka menyalesaikan tugas akhir penelitian hukum itu 
adalah sebagai berikut : 
 
1. Jenis Penelitian 
 
Berdasarkan judul dan perumusan masalah maka penulis menggunakan 
penelitian yang masuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau 
sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti langsung ke lapangan, dengan meneliti langsung ke 
lapangan maka akan didapat data yang nyata atau faktual.  
 
“Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 
prilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak 
tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. 
Penelitian ini bertitik tolak dari prilaku nyata  sebagai data primernya” 
(Abdulkadir Muhammad:2004:54). 
 
2. Sifat Penelitian 
 
Ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan 





lainnya. Maksud dari penelitian ini terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau 
didalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto:2005:10). 
 
Dalam penelitian ini akan disajikan data seteliti mungkin tentang alasan 
yang digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam 
sengketa perdata, proses pemeriksaan, pertimbangan dan putusan hakim pada 
perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata, akibat hukum 
dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Probolinggo. Pelaksanaan penelitian ini tidak terbatas 
hanya pada pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 
analisis dan pengumpulan data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-
kesimpulan yang berdasarkan penelitian data itu.  
 
3. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan 
pendekatan penelitian secara kualitatif, yang menunjukan bahwa pelaksanaan 
perlawanan tidak mengunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta 
informasi yang tersedia secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang 
tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya menekankan pada deskripsi secara 
alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan (HB 
Sutopo,2002:17). 
 
4. Lokasi Penelitian 
 
Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan 
memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi 





karena perkara yang akan diteliti mengenai pelaksanaan perlawanan untuk 
menunda eksekusi dalam sengketa perdata berada dalam wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Probolinggo.  
 
5. Jenis Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan 
atau lokasi penelitian. Data primer yang diperoleh berupa hasil 
wawancara langsung ke responden. Data primer dalam penelitian ini 
adalah keterangan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri 
Probolinggo yaitu Nendi Rusnendi S.H. dan Panitera Muda Perdata 
Pengadilan Negeri Probolinggo Abu Heriyoto S.H. yang pernah 
menangani dan mengetahui perkara pelaksanaan perlawanan untuk 
menunda eksekusi dalam sengketa perdata.   
b. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang 
secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan 
perundang-undangan, laporan, arsip, literature dan hasil penelitian 
lainnya.  
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung dari data 
primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan, 
meliputi : berkas perkara NO : 8/PDT.PLW/2000/PN Probolinggo, buku, 
dokumen, laporan, literature, peraturan perundang-undangan dan sumber 
tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 
 
6. Sumber Data 





a. Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan permasalahan yang diteliti, adalah Hakim Pengadilan 
Negeri Probolinggo yaitu Nendi Rusnendi S.H.,M.H. dan Panitera Muda 
Perdata Pengadilan Negeri Probolinggo Abu Heriyoto S.H.   
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (Skripsi) ini meliputi : 
berkas perkara NO : 8/PDT.PLW/2000/PN Probolinggo, buku, dokumen, 
laporan, literature, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis 
lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 
 
7. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 
penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan 
dalam penelitiani ini adalah: 
a. Wawancara 
Metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara 
mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik 
lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. 
Wawancara ini akan penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri 
Probolinggo yaitu Nendi Rusnendi S.H. dan Panitera Muda Perdata 
Pengadilan Negeri Probolinggo Abu Heriyoto S.H dan telah dilakukan 
pada tanggal 15-17 Maret 2010. 
b. Studi Kepustakaan 
Pada metode ini, penulis mengunakan berkas perkara NO : 





perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya dengan membaca, 
mengkaji dan mempelajarinya.   
 
8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data merupakan proses 
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar 
sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 
yang disarankan oleh data (Lexy J.Moleong, 2002:103).  
Penulis menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of 
analysis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu 
mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam model ini 
dilakukan proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan 
berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung 
penyusunan laporan penelitian (HB Sutopo,2002:35). Tiga tahap tersebut 
adalah : 
a. Reduksi data 
Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat 
focus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan 
pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan 
akhir penelitian selesai. 
b. Penyajian data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 
dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan 
sebagainya. 
c. Menarik kesampilan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang 





pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 
akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB Sutopo,2002:35). 








Gambar I : Model Analisis Interaktif 
 
 
Dengan model analisis ini maka penulis harus bergerak diantara empat 
sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik 
diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa 
waktu penelitian.   
 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
 
Agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang keseluruham isi dari 
penulisan hukum ini, maka penulis memberi sistematika ke dalam empat bab, 
dan dalam tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan 
luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Perumusan Masalah 
Pengumpulan Data 






C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metodologi Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan diuraikan tinjauan kepustakaan antara lain 
:Tentang Eksekusi meliputi Pengertian Eksekusi, Bentuk-Bentuk 
Eksekusi, Asas-Asas Eksekusi, Kemudian Tentang Permohonan 
Penundaan Eksekusi Dalam Bentuk Perlawanan Pada Sengketa 
Perdata meliputi Pengertian Perlawanan untuk Menunda Eksekusi 
dan Proses pemeriksaan pada permohonan penundaan eksekusi 
dalam sengketa perdata, serta Tentang Pelaksanaan Penundaan 
Eksekusi meliputi Penegertian Penundaan Eksekusi dan Macam-
Macam Alasan Penundaan Eksekusi.  
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang 
dibahas penulis yakni berkenaan dengan apa saja alasan yang 
digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi 
dalam sengketa perdata, Proses pemeriksaan, pertimbangan dan 
putusan hakim pada  perlawanan untuk menunda eksekusi dalam 
sengketa perdata. Akibat hukum dari putusan perlawanan untuk 
menunda eksekusi dalam sengketa perdata. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab akhir ini berisi tentang simpulan serta saran dari hasil 










A. Kerangka Teori 
1. Pengertian,Bentuk dan Asas-Asas Eksekusi 
a. Pengertian Eksekusi 
Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan 
kepada pihak yang  kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara 
lanjutan dari proses pemeriksaan perkara .Oleh karena itu, eksekusi tidak lain 
daripada tindakan   yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum 
acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR (Yahya 
Harahap:2007:1). 
 
“Menurut Sudikno Mertokusumo eksekusi adalah realisasi atau 
pelaksanaan dari suatu putusan hakim yang dilakukan secara paksa oleh alat-
alat negara terhadap pihak yang kalah dalam suatu sengketa perdata” (Sudikno 
Mertokusumo:2006:219). 
 
“Secara sederhana Muhammad Nasir mengartikan eksekusi sebagai 
pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial yang di 
laksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak berkenan menjalankan 
putusan secara sukarela” (Muhammad Nasir:2003:234). 
 
Dapat disimpulkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang 
bersifat condemnatoir yang dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan negeri 
melalui alat-alat negara, karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan 
putusan hakim. 
 
Eksekusi sendiri pengaturanya terdapat didalam HIR, mulai Pasal 195 





masih berlaku efektif. Pasal yang masih berlaku efektif saat ini adalah Pasal 
195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR. Disamping pasal-pasal tersebut 
diatas terdapat lagi pasal yang mengatur tentang eksekusi yaitu Pasal 225 HIR 
dan Pasal 180 HIR. 
 
Berlakunya hukum di tengah masyarakat bertujuan untuk mewujudkan 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Harapan dari setiap para 
pencari keadilan adalah untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, 
untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagi pengayom masyarakat, 
pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan dalam setiap putusan 
yang dibuatnya. Kenyataanya, pengadilan tidak mampu memenuhi harapan 
masyarakat. Fenomena yang ada sekarang adalah masyarakat sudah tidak 
percaya pada hukum, hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pengadilan 
termasuk aparaturnya untuk membangun citra yang lebih baik melalui putusan 
hakim berkualitas dan pelaksanaan putusan hakim itu sendiri (Zudan Arif 
Fakrulloh:2001:39). 
 
b. Bentuk-Bentuk Eksekusi 
 
Menurut Yahya Harahap pada dasarnya ada 2 bentuk eksekusi ditinjau 
dari sarana yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam 
putusan pengadilan, yaitu : 
1) Eksekusi rill adalah pelaksanaan putusan dengan melakukan sesuatu 
tindakan nyata atau “tindakan riil” yang dapat berupa menyerahkan 
sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah dan 
melakukan suatu perbuatan tertentu. 
2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah pelaksanaan putusan 









Sudikno Mertokusumo membagi bentuk eksekusi dalam tiga kelompok 
yaitu : 
1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk 
membayarkan sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah 
membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 196 HIR.  
2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu 
perbuatan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memenuhi prestasi yang 
berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta 
kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan 
uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 225 HIR. 
3) Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang 
dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi 
eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil 
yang sama seperti apabila dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang 
bersangkutan. Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima 
prestasi. Prestasi yang terhutang seperti yang kita ketahui misalnya : 
pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak 
berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian maka eksekusi 
mengenai gantirugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil. 
Eksekusi ini diatur pada pasal 1033 RV. (Sudikno 
Mertokusumo:2006:248)  
 
Dapat dikatakan hampir tidak ada perbedaan dari pandangan dua ahli 
hukum tersebut, walaupun sudikno mertokusumo membagi bentuk eksekusi 
menjadi tiga (3) bentuk, karena pada dasarnya eksekusi perintah melaksanakan 
suatu perbuatan tertentu dengan eksekusi riil adalah sama. Kedua eksekusi 
tersebut melakukan perbuatan nyata yang hasilnya sama apabila dilaksanakan 
secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam sengketa perdata, sehingga secara 
garis besar dapat dikatakan terdapat dua bentuk eksekusi yaitu eksekusi  
pembayaran sejumlah uang dan eksekusi riil  
 
Perbedaan antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah 
uang adalah sebagai berikut : 
1) Eksekusi riil hanya mungkin terjadi dan diterapkan berdasarkan putusan 
pengadilan yang : 





b. Bersifat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad, 
provisionally enforceable) 
c. Berbentuk provisi (interlocutory injunction); dan 
d. Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.  
2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas 
putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta 
tertentu yang oleh undang-undang “disamakan” nilainnya dengan 
putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain terdiri dari : 
a) Grosse akte pengakuan utang 
b) Grosse akte hipotik 
c) Crediet verband 
d) Hak Tanggungan (HT) 
e) Jaminan Fidusia (JF) (Yahya Harahap:2007:26) 
 
c. Asas- Asas Eksekusi 
 
Mohammad Taufik Makarao dalam bukunya pokok-pokok hukum acara 
perdata menyebutkan beberapa asas-asas eksekusi diantaranya : 
 
1) Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalam Undang-undang Peradilan Tatausaha Negara, hanya 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 
dapat dilaksanakan, tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualian. 
Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi 
terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, 
sehingga adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan 
putusan pengadilan, tetapi menjalankan eksekusi terhadap bentuk-
bentuk hukum yang dipersamakan oleh Undang-undang sebagai putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  Bentuk-bentuk 
pengecualian yang diatur oleh Undang-undang meliputi: 
a) Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau uit voerbaar bij voorraad 
b) Pelaksanaan putusan provisi 
c) Akta perdamaian 
d) Eksekusi terhadap grose akta 
  
2) Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara 
sukarela. 
Pada prinsipnya eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru 





tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, jika 
pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara 
sukarela, tidak perlu melakukan tindakan eksekusi, karena secara tidak 
langsung kepentingan pihak yang menang dalam sengketa perdata telah 
terpenuhi. Jelaslah disini perbedaan antara eksekusi secara paksa dan 
eksekusi secara sukarela. 
   
3) Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat 
Condemnatoir. 
Putusan condemnatoir artinya mengandung suatu penghukuman. 
Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah declaratoir atau 
konstitutif tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan-putusan yang 
demikian itu diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh 
putusan declaratoir mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya 
putusan konstitutif , keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula. 
Jelaslah disini tidak semua putusan dapat dieksekusi, hanya yang 
memiliki sifat condemnatoir saja yang dapat dieksekusi. Putusan 
condemnatoir  sendiri biasanya berupa penghukuman untuk : 
a) Menyerahkan suatu barang 
b) Mengosongkan sebidang tanah 
c) Melakukan suatu perbuatan tertentu 
d) Menghetikan suatu perbuatan/keadaan 
e) Membayar sejumlah uang (Mohammad Taufik Makarao: 2004: 216) 
 
Asas- asas tersebut di atas harus ada ketika aparatur negara akan 
melaksanakan eksekusi walaupun ada sedikit pengecualian terhadap satu 
asasnya mengenai asas putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Asas 
berkekuatan hukum tetap di maksudkan supaya tidak terjadi kekacauan 
atau kerancuan setelah proses eksekusi selesai dilakukan terutama sekali 
pada eksekusi riil. Misalnya pada eksekusi pengosongan tanah, ternyata 
pihak tereksekusilah yang memenangkan perkara setelah melakukan 
kasasi ke Mahkamah Agung padahal eksekusi sudah selesai di 
laksanakan. Asas yang kedua menyatakan bahwa eksekusi (secara paksa) 
baru bisa dijalankan apabila pihak yang kalah tidak mau 





hakim telah memberikan tenggang waktu kepada pihak tereksekusi 
untuk menjalankan putusan hakim tersebut secara sukarela. Asas ketiga 
adalah putusan yang dapat dieksekusi hanya yang memiliki sifat 
condemnatoir, hal ini mutlak bagi setiap putusan hakim yang akan di 
mintakan eksekusi. 
 
2. Permohonan Penundaan Eksekusi Dengan Bentuk Perlawanan Dalam 
Sengketa Perdata 
 
a. Pengertian Perlawanan untuk Menunda Eksekusi 
 
Perlawanan atau verzet adalah suatu upaya untuk menunda eksekusi, 
diajukan langsung dari pihak tereksekusi sendiri. Pihak-pihak yang menjadi 
subjek gugatan perlawanan “persisi sama” dengan pihak-pihak yang terdapat 
dalam perkara yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut 
dilibatkan. Persis murni seperti perkara semula. Hanya dalilnya saja yang 
berbeda. Landasan kebolehanya diatur pada Pasal 207 HIR atau Pasal 225 
RBG. Tujuan pokok perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak 
tereksekusi, pada hakikatnya adalah: 
1) Untuk menunda eksekusi 
2) Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak 
dieksekusi tidak mengikat 
3) Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi (Yahya 
Harahap:2007:434) 
 
Pelaksanaan eksekusi (putusan pengadilan) yang melanggar peraturan 
hukum dapat dilakukan perlawanan, baik oleh pihak yang kalah perkara 
maupun oleh pihak ketiga yang dirugikan atas eksekusi yang tidak tidak benar 
itu. Pihak yang kalah dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan 
putusan yang tidak benar, misalnya : putusan yang dilaksanakan tersebut 
belum pernah disampaikan kepada pihak yang kalah perkara; pihak yang kalah 
perkara belum pernah dipanggil untuk menerima teguran (sommatie) agar 
melaksanakan putusan itu; waktu yang diberikan untuk melaksanakan putusan 
belum habis, sedangkan pelaksanaan secara paksa dijalankan; penyitaan 
eksekusi dilakukan terhadap hewan atau alat-alat yang benar-benar 





penyitaan eksekusi dilakukan tanpa mengindahkan prosedur hukum yang 
berlaku; pelelangan lebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang tidak 
bergerak; putusan yang dilaksanakan terhadap barang-barang tidak bergerak; 
putusan yang dilaksanakan sesungguhnya sudah dipenuhi secara sukarela oleh 
pihak yang kalah perkara, dan sebagainya (Riduan syahrani: 2008: 177) 
 
Namun harus diingat, tidak semua perlawanan pihak tereksekusi 
mempunyai makna yang murni. Banyak perlawanan yang diajukan pihak 
tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja 
pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penundaan dengan 
alasan dalil yang dicari-cari. Dengan harapan, mungkin dengan adanya 
penundaan, tereksekusi mendapat kelongaran mengusahakan pemenuhan 
putusan (Yahya  harahap:2004:434).     
 
b. Proses pemeriksaan pada permohonan penundaan eksekusi dalam sengketa 
perdata  
 
Pada dasarnya proses pemeriksaan perlawanan untuk menunda eksekusi 
dalam sengketa perdata sama dengan proses pemeriksaan pada suatu gugatan. 
Pihak yang bersengketa adalah tereksekusi melawan pihak yang dimenangkan 
dalam sengketa perdata sebelumnya . Permohonan tersebut akan di ajukan ke 
Pengadilan Negeri di mana sengketa perdata sebelumnya telah diputuskan. 
 
Perlawanan baik itu oleh pihak yang kalah (tereksekusi) maupun pihak 
ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah 
hukumnya terjadi penyitaan itu, baik secara lisan ataupun tertulis. Perlawanan 
akan diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan negeri yang bersangkutan 
untuk diputuskan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Akan 
tetapi pada dasarnya perlawanan tidak menghalangi dilakukannya pelaksanaan 
eksekusi atas obyek sengketa, kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan pelelangan sampai 







  Pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 
Umum dikatakan bahwa perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 
207(3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar 
dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai 
dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri (Balitbang Mahkamah Agung 
:2007:101).    
 
Pelayanan hukum yang bijak atas suatu penundaan eksekusi apabila 
diajukan perlawanan oleh pihak tereksekusi ialah dengan cara memeriksa 
terlebih dahulu gugatan perlawanan. Eksekusi dibiarkan dulu sementara dalam 
keadaan status quo. Bila tanggal eksekusi belum ditentukan, eksekusi 
didiamkan buat sementara sampai perkara perlawanan diputus oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri. Setelah perlawanan diputus, baru diambil sikap 
selanjutnya sesuai dengan hasil putusan perlawanan. Kalau perlawanan 
dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang 
memerintahkan penundaan eksekusi atas alasan perlawanan pihak tereksekusi. 
Sebaliknya, kalau perlawanan ditolak, eksekusi lebih baik dijalankan (Yahya 
Harahap:2007:436). 
 
Lebih tepat menunda eksekusi buat sementara, walaupun telah 
ditetapkan tanggal pelaksanaanya, ketika pihak tereksekusi mengajukan 
perlawanan. Alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda sementara 
didasarkan atas alasan untuk meneliti lebih dulu dipersidangan apakah 
perlawanan mengandung fakta dan dasar yang mendasar. Menjadi sisa-sisa 
suatu perlawanan jika tetap memaksakan eksekusi terlebih dahulu pada suatu 
eksekusi riil. Pertimbangan ini dalam penetapan penundaan harus dirumuskan 
secara tegas, sehingga semua pihak mengerti dengan jelas alasan penundaan 
dan nasib penundaan yang tergantung dari dikabulkan atau ditolaknya 
perlawanan, apabila perlawanan dikabulkan, eksekusi dapat terus ditunda 
sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi kalau 
perlawanan ditolak, penundaan eksekusi harus segera dicabut, dan eksekusi 








3. Pengertian dan Alasan Penundaan Eksekusi 
 
a. Pengertian Penundaan Eksekusi 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebenarnya tidak ada alasan 
untuk menunda eksekusi, namun sering kita temui di negara kita ini banyak 
dari eksekusi yang dimintakan penundaan pelaksanaanya, tentunya dengan 
berbagai alasan dari yang benar-benar masuk akal sampai yang sama sekali 
tidak relevan. Penundaan eksekusi sering dijadikan strategi bagi tereksekusi 
untuk mengulur-ulur waktu di laksanakanya eksekusi. Belum lagi ketika kita  
melihat sistem peradilan di negara kita yang seakan masih memberikan 
kemudahan-kemudaan bagi seseorang untuk dapat mengulur-ulur suatu 
eksekusi. 
 
Namun demikian, ada juga permohonan penundaan yang mempunyai 
alasan kuat, yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh hakim, mungkin pada 
suatu kasus alasan penundaan eksekusi tidak berdasar, tapi pada kasus lain 
alasan tersebut sangat berbobot untuk menunda eksekusi. Misalnya 
permohonan penundaan atas alasan peninjauan kembali, mungkin pada suatu 
eksekusi alasan peninjauan kembali sama sekali tidak mempunyai dasar apa-
apa, sebab dasar yang dikemukakan tidak menyentuh alasan- alasan 
peninjauan kembali yang di atur dalam pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 
sebgaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2009, akan tetapi pada eksekusi 
lain permohonan penundaan atas dasar peninjaun kembali sangat relevan 
sekali, karena alasan yang dikemukakan sesuai dengan salah satu alasan yang 
disebutkan dalam pasal 67 tersebut. Sedemikian rupa kuatnya alasan 
peninjauan kembali yang di ajukan, sehingga dapat diperkirakan dapat 
membatalkan putusan sebelumnya, hal ini untuk meminimalisir terjadinya 
ketidakadilan dari suatu sengketa perdata.  (Yahya Harahap:2004:308). 
 
Majelis hakim harus jeli dan cermat dalam menganalisis suatu kasus 
yang berhubungan dengan pengajuan permohonan penundaan eksekusi. 
Majelis hakim harus melihat secara kasusistis setiap permohonan penundaan 





mengabulkan suatu penundaan eksekusi ,di kesempatan lainya majelis hakim  
tidak menutup upaya permohonan penundaan eksekusi dari pihak tereksekusi.  
 
Praktek peradilan dan yurisprudensi membenarkan juga penundaan atau 
penangguhan eksekusi. Dapat kita lihat dalam putusan No.1243 
K/Pdt/1984,tanggal 27 Februari 1984. Dalam putusan tersebut dinyatakan : 
1) Ketua Pengadilan Negeri berwenang manangguhkan eksekusi 
2) Penagguhan demikian dituangkan dalam bentuk penetapan dan sifatnya 
merupakan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri. 
3) Oleh karena itu, terhadapnya tidak dapat diajuan kasasi (Yahya 
Harahap:2007:308). 
 
Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan di depan hukum, standar 
sikap pemerintah, adalah perlu unuk memelihara perasaan orang yang 
bersengketa di pengadilan dan mencegahan birokrasi yang berlebihan. Tidak 
adanya standar tentang apa yang adil adalah masalah-masalah besar yang 
dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam jangka 
panjang ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi 
pemerintah. (Leonard J. Theberge:1980:232) 
 
b. Alasan - alasan Penundaan Eksekusi 
Mohammad Taufik Makarao dalam bukunya pokok-pokok hukum acara 
perdata menyebutkan macam-macam alasan penundaan eksekusi diantaranya : 
 
1) Alasan Perdamaian yang Dibuat Para Pihak 
Perdamaian yang dibuat para pihak dapat menunda eksekusi, baik 
perdamaian yang dibuat diluar sidang maupun perdamaian berdasarkan 
putusan pengadilan, dengan adanya perdamaian maka secara sukarela para 
pihak menaati isi kesepakatan perdamaian. Pihak tereksekusi secara 
sukarela melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, sebaliknya jika 
kesepakatan perdamaian tersebut tidak ditaati atau dilanggar, maka secara 









2) Alasan Perikemanusiaan 
Eksekusi riil berupa pembongkaran, pengosongan dan penyerahan 
tanah dan rumah serta sekaligus mengosongkan dan meninggalkan tanah 
yang menjadi sengketa, dapat dimintakan penundaan dengan alasan 
perikemanusiaan. Contoh kasusnya, seorang penyewa dihukum untuk 
segera mengosongkan dan menyerahkan rumah yang menjadi sengketa, 
karena hubungan sewa dinyatakan batal, padahal secara nyata tereksekusi 
miskin, tidak punya harta lagi, anaknya banyak, sedangkan pembongkaran 
dan pengosongan tanah perkara segera akan dilaksanakan, maka sangat 
diperbolehkan dari pihak tereksekusi mengajukan penundaan eksekusi 
untuk sementara dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan untuk 
mendapatkan tempat tinggal yang baru, ini adalah bentuk nilai-nilai 
kemanusiaan yang diterapkan dalam hukum kita. 
 
3) Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 
Pasal 195 (6) HIR memberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk 
mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan. 
Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi 
dijalankan, jika eksekusi sudah selesai dijalankan, maka sudah jelas tidak 
ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Yurisprudensi Mahkamah 
Agung dalam putusan tanggal 31 Agustus 1977No. 697 K/Sip/1974 
menegaskan, pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan 
sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan), 
apabila eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan 
pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. 
Perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi didasarkan atas hak milik. 
Perlawanan juga dapat dilakukan berdasarkan barang yang hendak 
dieksekusi telah dijaminkan kepada pihak ketiga. 
 
4) Barang yang Menjadi Obyek Eksekusi Masih dalam Proses Perkara Lain. 
Obyek eksekusi dalam hal ini berarti disengketakan dalam beberapa 
perkara. Misalnya dalam suatu sengketa tanah, sudah memiliki putusan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut diminta 
untuk eksekusi, namun pada sengketa tanah tersebut terdapat perkara 
peninjauan kembali, tapi orangnya berada dengan yang hendak 
dieksekusi, maka ketua pengadilan dalam hal ini harus melihat secara 
kasuistis. Tidak bisa digeneralisasikan terhadap semua sengketa perdata, 
melainkan harus dipelajari putusan-putusan pada setiap sengketa perdata. 
Upaya yang dapat dilakukan adalah meminta mempercepat penyelesaian 
perkara yang masih tergantung, dengan alasan perkara yang bersangkutan 





5) Penundaan Eksekusi karena Adanya Peninjauan Kembali 
Berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009,tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali tidak 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 
Peninjauan kembali dalam prakteknya secara kasuistis dapat menunda 
eksekusi, yaitu permohonan peninjauan kembali yang benar-benar sesuai 
dengan salah-satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain itu alasan yang 
dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, 
serta dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan 
kembali kemungkinan akan mengabulkanya, sebagai contoh pada putusan 
pertama Asep telah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang menjadi 
sengketa, dan tanah telah dieksekusi kepadanya. Perkara yang kedua 
Boyke dinyatakan sebagai pemilik dan sekaligus menghukum Asep untuk 
mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Boyke, apabila 
dalam kasus ini Asep mengajukan peninjauan kembali atas dasar ada dua 
putusan yang saling bertentangan mengenai obyek dan subyek yang sama 
sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang disebut dalam pasal 67 
huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, 
sudah jelas alasan yang dikemukakan oleh Asep tersebut sangat mendasar. 
Kasus seperti ini patut sekali untuk menunda eksekusi atas alasan 
peninjauan kembali. 
Berdasarkan pertimbangan diatas, kalau alasan yang melandasi 
permohonan peninjauan kembali sama sekali tidak ada dan tidak sesuai 
dengan salah satu alasan yang tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sudah dapat dinilai 
bahwa permohonan peninjauan kembali yang demikian tidak sungguh-
sungguh (atau tidak serius). Realitanya banyak sekali permohonan 
peninjauan kembali yang diajukan tidak serius dan tidak sungguh-
sungguh karena alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan salah satu 
alasan yang tercantum dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Mahkamah Agung, selain itu alasan yang dikemukakan 
hanya merupakan ulangan dari alasan yang sudah pernah diajukan pada 
pemeriksaan pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Terhadap 
permohonan semacam ini dilarang mengabulkan penundaan eksekusi.    
 
6) Penundaan Eksekusi Menghapuskan Uang Paksa 
Uang paksa (dwangsom) biasanya merupakan salah satu tuntutan 
yang diminta oleh penggugat. Permintaan uang paksa ini hanya dapat 
berlaku jika pihak tergugat ingkar atau tidak memenuhi putusan 





misalnya seorang tidak mau mengosongkan tanah yang menjadi sengketa, 
maka kemudian pihak pemohon eksekusi meminta uang paksa Rp 
100.000 setiap hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap. 
Rumusan amar yang seperti itu harus ditafsirkan bahwa uang paksa 
mulai terhitung sejak tanggal peringatan (aanmaning) dilewati, bukan 
pada saat diberitahukan kepada tergugat, misalnya putusan Mahkamah 
Agung diberitahukan kepada tergugat 1 April 1985 namun sampai 1 Juni 
tergugat tetap tidak memenuhi amar putusan, kemudian diperingatkan 
kepada tergugat tanggal 1 Juni 1985. Masa peringatan selama 8 (delapan) 
hari, maka uang paksa baru mulai efektif tanggal 9 Juni 1985. Masa sejak 
1 April S.d. 8 Juni 1985 tidak boleh dihitung sebagi masa keingkaran 
untuk dibayar dengan uang paksa, pada tanggal 1 Desember 1985 
pengadilan mengeluarkan perintah penundaan eksekusi, maka uang paksa 
hanya berlaku dari tanggal 9 Juni s.d. 1 Desember 1985. Kemudian 
penundaan eksekusi dicabut 1 Maret 1986. Dengan pencabutan eksekusi 
ini pada tanggal 1 April 1986 dikeluarkan surat peringatan untuk jangka 
waktu delapan hari. Lewat masa peringatan ini tereksekusi tidak juga 
memenuhi putusan secara sukarela, maka uang paksa kembali efektif 
terhitung sejak tanggal 9 April 1986 sampai misalnya eksekusi 
dilaksanakan tanggal 1 Agustus 1986. 
Jadi secara keseluruhan jumlah uang paksa yang dapat di tagih dari 
tergugat adalah : 
a)   Dari tanggal 9 Juni sampai 1 Desember 1985 (saat dieluarkan 
perintah penundaan eksekusi) 
b)   Ditambah tanggal 9 April sampai 1 Agustus 1986 (Mohammad 
Taufik Makarao: 2004: 235-239 ) 
 
Alasan-alasan penundaan tersebut di atas wajib diperhatikan oleh 
para pihak dalam sengketa perdata, kuasanya serta Majelis Hakim. 
Sehingga jelas batasan yang diberikan pihak yang kalah dalam sengketa 
perdata dan kuasanya bila akan mengajukan permohonan penundaan 
eksekusi, begitu juga dengan majelis hakim, jangan sampai majelis hakim 
mengabulkan permohonan penundaan eksekusi tersebut dengan alasan 
yang diada-adakan karena akan merusak citra keadilan bagi institusinya 
dan juga merenggut hak-hak dari pihak yang memenangkan sengketa 























Gambar II : Kerangka Pemikiran 
Dalam penegakan hukum perdata, lembaga peradilan sebagai tempat 
pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, tehadap putusan yang bersifat 
condemnatoir berarti membutuhkan pelaksanaan, dan ketika pihak yang kalah 
tidak mau melaksanakan hasil putusan pengadilan maka pengadilan wajib 
melakukan eksekusi yang bersifat suatu paksaan terhadap pihak tereksekusi. 
Eksekusi perdata di peradilan kita, bisa mendapatkan suatu penundaan 
pelaksanaan dengan berbagai macam alasan dari yang realistis sampai yang 
mengada-ada, salah satu cara untuk menunda eksekusi yaitu dengan 
mengajukan perlawanan, tapi perlawanan inipun sebenarnya tidak secara 
Pengajuan Perlawanan 
untuk Menunda Eksekusi 
- Proses Pemeriksaan  
- Pertaimbangan Hakim 












mutlak dapat menunda di laksanakanya eksekusi, penundaan sebaiknya hanya 
diberikan  secara kasuistis saja. Tidak diperlakukan secara generalisasi 
terhadap setiap pengajuan perlawanan. 
Hakim sebagai penegak hukum harus cermat dalam menghadapi 
permohonan perlawanan pihak tereksekusi, harus secara cermat menetapkan 
apakah eksekusi tetap berlanjut atau ditunda terhadap alasan yang 
dikemukakan pihak tereksekusi melalui perlawananya tersebut, sehingga tidak 
ada pihak yang dirugikan,dan terciptanya keadilan dimasyarakat. 




























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai landasan untuk 
memperoleh data sesuai dengan rumusan masalah tentang pelaksanaan perlawanan 
untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata. Penulis melakukan wawancara 
dengan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Nendi Rusnendi S.H. dan 
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Probolinggo Abu Heriyoto S.H. serta 
mempelajari berkas perkara No :8/Pdt.Plw/2000/ PN.Probolinggo. 
 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan perlawanan untuk 
menunda eksekusi dalam sengketa perdata dengan register perkara No 
:8/Pdt.Plw/2000/ PN.Probolinggo, maka peneliti terlebih dahulu menjabarkan data 
primer maupun data sekunder yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum 
yang akan dikaji. Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dengan perkara 
:No.8/ Pdt.Plw/ 2000/ PN.Probolinggo, diantaranya: 
 
1. Identitas Para Pihak : 
 
a. Para Pelawan 
1) H.KA, bertempat tinggal di Jalan Raya Panglima Sudirman No.255 
Probolinggo. 
2) Hj.S, bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Baru No.18, Babat Jerawat, 
Benowo Surabaya. 






Ketiganya dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 
April 2000, telah memilih domisili tetap di Kantor Kuasa Hukumnya, 
yaitu : 1. BTP,SH. 2. RS,SH. Keduannya Pengacara Konsultan Hukum, 
berkedudukan di kantor hukum “Bambang, Rakhmad & Rekan”, Jalan 
Jend. S. Parman No.4 waru Sidoharjo.  
b. Terlawan 
1) DU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.149 Surabaya, yang 
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2000, 
telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) Kantor Kuasa 
Hukumnya, yaitu: YHS,SH. Dan LMA,SH. Pengacara/Penasehat 
Hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum “Yohanes Hery 
Susanto SH, & Rekan” beralamat di jalan Ikan Belanak V Blok H 
No.11 Bluru Permai Sidoharjo (Terlawan I) . 
2) DC.TS, bertempat tinggal di Jalan Kapaduri Blok O No.418 Jakarta 
Barat (Terlawan II). 
3) R.TS, bertempat tinggal di Jalan Mangga No.7 Malang (Terlawan III). 
4) KA (dalam hal ini adalah ahli warisnya, karena KA telah wafat), 
bertempat tinggal di Jalan Raya Panglima Sudirman No.332 
Probolinggo (Terlawan IV) . 
 
2. Tentang Duduk Perkaranya : 
 
Awal dari sengketa perdata ini bermula dari perselisihan mengenai 
kepemilikan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah beserta bangunan 
yang berdiri diatasnya, dimana para pihak telah melalui alur proses peradilan 
dari gugatan pada tahun 1994 hingga putusan kasasi,sebagai berikut : 
a. Gugatan, Nomor : 30 Pdt.G/1994/PN.Prob. 





c. Kasasi, Nomor : 2337 K/PDT/1997  
 
Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I tertanggal 16 Juni 1999, Nomor 
:2337 K/PDT/1997 tersebut pada akhirnya memenangkan penggugat awal DU 
(Terlawan) sebagai pemilik sah obyek sengketa, karena telah ada putusan pada 
tingkat kasasi, maka secara otamatis putusan tersebut telah berkekuatan 
hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi. Akhirnya Pengadilan Negeri 
Probolinggo menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi tertanggal 19 April 
2000,Nomor; 6/Eks/1999/30/Pdt.G/1994/ PN.Prob, berupa perintah untuk 
mengosongkan tanah tersengketa dan bangunan yang berdiri diatasnya kepada 
pihak yang kalah dalam sengketa perdata tersebut ( almarhum Terlawan 
IV/KA beserta ahliwarisnya). Eksekusi pengosongan tersebut akan 
dilaksanakan pada hari rabu, 26 April 2000, Pukul 09.00WIB. Tanah 
tersengketa dan bangunan tersebut saat itu tengah di kuasai oleh ahli waris 
almarhum Terlawan IV/KA yaitu H.KA, Hj.S dan H.EH. 
 
Pihak yang kalah tersebut (para ahliwaris almarhum Terlawan IV/KA) 
yaitu H.KA, Hj.S dan H.EH pada akhirnya mengajukan gugatan perlawanan 
dengan register perkara No :8/Pdt/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo untuk 
menunda eksekusi. Gugatan perlawanan tersebut menyebabkan penundaan 
eksekusi untuk sementara waktu, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan 
terhadap gugatan perlawanan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo. 
 
Para pelawan dalam gugatan perlawananya mengemukakan alasan 
keberatan terhadap eksekusi tersebut diantaranya: 
 
a. Tanah dan bangunan (obyek eksekusi) yang akan dieksekusi tersebut 





tanah tersebut telah terpecah-pecah dan telah dimohonkan haknya ke 
Kantor Pertanahan setempat, sehingga atas dasar permohonan hak 
tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, masing-masing : 
1) Nomor : 1173/Desa Jati Probolinggo 
2) Nomor : 1174/Desa Jati Probolinggo 
3) Nomor : 1176/Desa Jati Probolinggo 
Saat para pelawan akan mengajukan permohonan haknya, tanah tersebut 
berstatus sebagai Tanah Negara, sehingga para pelawan berpendapat 
bahwa tanah dan bangunan tersebut didapat dari negara bukan atas alas 
hak yang lain. 
Upaya hukum sebelumnya (Gugatan sampai kasasi) DU (Terlawan I) 
menggugat KA(Terlawan IV) , dalam kedudukan KA sebagai pihak yang 
menguasai obyek tanah dan bangunan dalam sengketa tersebut, hal ini 
yang ditolak oleh para pelawan karena tanah tersebut adalah milik mereka 
H.KA, Hj.S dan H.EH dan bukan milik KA, sebagaimana yang telah 
ditunjukkan dengan sertifikat tanah hak milik nomor 1173,1174 dan 1176 
tersebut diatas. 
 
b. Atas adanya sertipikat-sertipikat tersebut diatas, Terlawan I(DU) telah 
mengajukan gugatan yang ditujukan ke Kepada Badan Pertanahan 
Nasional Probolinggo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya 
pada tahun 1994 sampai adanya putusan kasasi No.188/K/TUN/1995, 
dimana berdasarkan putusan Mahkamah agung R.I, tersebut dengan tegas 
dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1173,1174 dan 1176 
adalah “Sah”. Lebih lanjut, tegasnya tanah-tanah tersebut bukanlah milik 







Terlebih Terlawan I (DU) juga telah mengajukan permohonan 
pemeriksaan peninjauan kembali dan terdaftar sebagai perkara Nomor; 25 
PK/TUN/1997, bahwa atas permohonan pemeriksaan peninjauan kembali 
tersebut, Mahkamah Agung R.I telah “menyatakan menolak permohonan 
peninjauan kembali yang diajukan oleh Terlawan I”, dengan demikian 
sempurnalah hak para Pelawan atas tanah tersebut, maka tentu tidak 
beralasan jika dilakukan eksekusi pengosongan atas tanah-tanah tersebut, 
karena jelas-jelas hal tersebut melawan hak para pelawan. 
 
c. Para pelawan selaku pemilik sah atas tanah-tanah tersebut tidak merasa 
ikut digugat sebagai pihak dalam sengketa perdata awal ( gugatan sampai 
kasasi antara DU melawan almarhum KA), oleh karena para Pelawan 
bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka para Pelawan tidak 
terikat oleh putusan yang bersifat “comdenatoir” dan oleh karena itu pula, 
logisnya para Pelawan tidak dapat dipaksa mengosongkan tanah miliknya 
apapun alasanya, dengan kata lain Putusan Mahkamah agung R.I. No.2337 
K/PDT/1997 maupun Penetapan Eksekusi Nomor; 6/Eks./1999/30/ 
Pdt.G/1994/PN.Prob. dan surat perintah eksekusi tidak memiliki kekuatan 
eksekutorial terhadap harta milik para pelawan. 
 
d. Adanya putusan Mahkamah Agung R.I No.2337 K/PDT/1997,maka ahli 
waris almarhum KA (H.KA, Hj.S dan H.EH) telah mengajukan 
permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah agung R.I 
dan terdaftar sebagai perkara Nomor: 04/Pdt.PK/PN.Prob. 
1) Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata 
2) Adanya Novum (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 25 
PK/TUN/1997, perkara antara DU melawan Kepala Badan Pertanahan 





sertifikat Hak Milik No.1173, 1174 dan 1176 , hal ini berarti 
menegaskan hak milik para pelawan. 
 
Para pelawan kemudian mengajukan gugatan perlawanan yang intinya 
memohon untuk dilakukannya penundaan eksekusi pengosongan atas bidang 
tanah dan bangunan dari obyek sengketa tersebut, sampai diputusnya gugatan 
perlawanan ini hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde).  
 
Pihak Terlawan I (DU) telah memberikan jawaban tangkisan atas 
argument yang dikemukakan oleh para Pelawan, diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
 
a. Pelawan dalam gugatan perlawanannya disini memahami dirinya selaku 
pihak ketiga (dalam hal ini kedudukannya sebagai ahli waris almarhum 
KA) adalah merupakan perlawanan yang obscuur libel atau kabur, 
mengingat putusan Mahkamah Agung R.I reg.Nomor :2337 K/PDT/1977 
tanggal 16 Juni 1997, almarhum KA kedudukannya digantikan oleh para 
ahliwarisnya yaitu para pelawan sendiri (H.KA, Hj.S dan H.EH) dalam 
mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap 
putusan tersebut diatas, dengan demikian dalil perlawanan Pelawan 
sebagai pihak ketiga menjadi obscuur liber/ kabur dan justru perlawanan 
Pelawan tersebut ditujukan kepadanya sendiri, oleh karenanya perlawanan 
Pelawan sebagai pihak ketiga tersebut haruslah ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 
 
b. Menurut Terlawan I adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum 





diperoleh oleh Para Pelawan semata-mata hanya didapat dari negara 
bukan atas alas hak yang lain. Dalil perlawanan Pelawan yang demikian 
adalah justru bertentangan dengan adanya ketentuan syarat untuk 
mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Negara yang didasarkan 
antara lain adanya : pewarisan, jual beli, hibah dan tukar menukar. 
Permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada negara bersumber dari 
dan atau tidak dapat dilepaskan dari adanya perbuatan almarhum KA 
(Terlawan IV), DC.TS(TerlawanII) dan R.TS(Terlawan III) berupa 
kompensasi hutang-hutang almarhum TTS (orang tua Terlawan II dan 
Terlawan III) dengan penyerahan seluruh obyek sengketa kepada 
almarhum KA (Terlawan IV) yang tidak lain orang tua dari para Pelawan 
yang mana perbuatan almarhum KA dengan Terlawan II dan Terlawan III 
tersebut di atas, di dalam dictum Putusan Nomor : 30/Pdt.G/ 
1994/PN.Prob tanggal 11September 1995 (gugatan awal) dinyatakan 
merupakan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan batal pengalihan 
hak atas seluruh obyek sengketa Terlawan II dan Terlawan III kepada 
almarhum KA. 
 
Beban pembuktian terhadap dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan 
bahwa obyek sengketa didapat dari Negara bukan atas alas hak yang lain 
harus dibuktikan atas dasar alas hak apa ? Pelawan mengaku memiliki 
obyek sengketa tidak hanya sekedar mengacu pada bukti sertifikat atau 
putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor :25 PK/TUN/1997 yang bersifat 
administrative.     
 
Pihak Terlawan I tetap meminta realisasi dari pelaksanaan ekseksui yang 





30/Pdt.G/1994/PN.Prob. untuk dinyatakan tetap sah dan tatap dipertahankan 
sampai terlaksananya eksekusi pengosongan atas obyek sengketa tersebut. 
 
3. Prosedur Pengajuan Penundaan Eksekusi dengan Menggunakan Upaya 
hukum perlawanan 
 
Berawal dari Pemberian kepada pihak Terekseksui (H.KA, Hj.S dan 
H.EH)  berupa Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Probolinggo 
tertanggal 19 April 2000, Nomor; 6/Eks/1999/30/Pdt.G/1994/ PN.Prob. 
Tentang Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan terhadap Tanah dan Bangunan 
yang terletak di Jalan Raya Panglima Sudirman No.213 Probolinggo, yang di 
dasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor register perkara 
Nomor : 2337 K/PDT/1997, sehingga putusan tersebut telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi.  
 
Pihak tereksekusi (H.KA, Hj.S dan H.EH) mengajukan gugatan 
perlawanan dengan register No.8/Pdt.Plw/2000/PN.Probolinggo pada 24 April 
2000 terhadap eksekusi tersebut, memohon agar eksekusi ditunda dulu, 
sampai pada selesainya pemeriksaan gugatan perlawanan tersebut serta telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Gugatan perlawanan ini di perbolehkan, karena ada landasan hukumnya 
pada Pasal 207 HIR, dengan syarat Ketua Pengadilan Negeri menerima 
gugatan perlawanan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan 
pertimbanganya Ketua Pengadilan Negeri pada waktu itu, pada akhirnya 
mengabulkan penundaan eksekusi untuk sementara waktu sampai putusan 






Tidak semua perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi dapat 
menunda eksekusi,, dalam sengketa perdata ini Ketua Pengadilan Negeri 
memutuskan untuk menundaan  eksekusi sampai gugatan perlawananya 
diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pertimbangan Ketua 
Pengadilan Negeri untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata ini 
setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri terhadap 
gugatan perlawanan tersebut, yaitu adanya perbedaan pendapat dimana pihak 
Pelawan (tereksekusi) merasa bukan pihak yang berperkara dalam sengketa 
perdata awal serta adanya novum yang sedang dalam proses pemeriksaan pada 
upaya hukum Peninjauna Kembali. Alasan perlawanan tersebut dirasa cukup 
benar dan beralasan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sehingga Ketua 
pengadilan Negeri menunda eksekusi hingga setidak-tidaknya sampai 
dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. 
 
Setelah gugatan perlawanan tersebut selesai dengan adanya putusan 
yang berkekuatan hukum tetap, apabila dalam amar putusannya gugatan 
perlawanan tersebut berbunyi perlawanan tidak dapat diterima atau ditolak, 
maka pihak terlawan/ pemohon eksekusi yang menang, dan pengadilan 
langsung menjalankan eksekusi terhadap obyek tersengketa, namun apabila  
amar putusannya gugatan perlawanan tersebut diterima maka pihak 
pelawanlah/ termohon eksekusi yang menang, sehingga tidak diperlukan lagi 




Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Nendi Rusnendi S.H. dan Panitera Muda 





perkara perdata Nomor :8/ Pdt.Plw/ 2000/PN.Probolinggo, maka penulis melakukan 
pembahasan sebagai berikut: 
 
1. Alasan yang Digunakan saat Mengajukan Perlawanan untuk Menunda 
Eksekusi dalam Sengketa Perdata 
 
Setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan 
kepala putusan berbunyi “Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha 
Esa” maka terhadapnya telah melekat nilai eksekutorial, sehingga realisasi dari 
suatu putusan telah dapat dilaksanakan, hanya saja di negara kita ini masih ada 
upaya hukum untuk melakukan penundaan terhadap eksekusi, yaitu dengan 
mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Salah satu kasusnya 
terjadi di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan perkara Nomor : 8/Pdt.Plw/ 
2000/PN.Probolinggo, dimana pihak tereksekusi mengajukan perlawanan 
terhadap eksekusi. Hal ini diperbolehkan sesuai pasal 207 HIR: 
Ayat 1: “Bantahan orang yang berutang tentang menjalankan keputusan, baik 
dalam hal disita barang yang tidak tetap, maupun dalam hal disita barang yang 
tetap, harus diberitahukan oleh orang yang hendak membantah itu, dengan surat 
atau dengan lisan, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang tersebut pada ayat 
keenam pasal 195, jika bantahan itu diberitahukan dengan lisan maka ketua wajib 
mencatatnya atau menyuruh catatnya”. 
Ayat 2: “Kemudian perkara itu dihadapkan oleh ketua pada persidangan 
pengadilan negeri yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua 
belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan patut”. 
Ayat 3 : “Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal 
menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya hal 






Menurut Yahya Harahap perlawanan dari tereksekusi terhadap eksekusi 
tidak mutlak menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi berdasarkan 
perlawanan pihak tereksekusi berdasarkan Pasal 207 HIR disesuaikan dengan 
asas kasuistis dan asas eksepsional. (Yahya Harahap:2007:435), jadi tidak semua 
gugatan perlawanan dapat menunda eksekusi, hanya secara kasuistis saja. 
 
Alasan yang digunakan para pelawan untuk menunda eksekusi dalam 
sengketa perdata adalah : 
 
a. Para pelawan memposisikan diri mereka sebagai pihak ketiga, dimana para 
pelawan selaku pemilik sah atas tanah-tanah tersebut tidak merasa ikut 
digugat sebagai pihak dalam sengketa perdata awal, dari gugatan sampai 
kasasi antara DU melawan KA, oleh karena para Pelawan bukan sebagai 
pihak dalam perkara tersebut, maka para Pelawan tidak terikat oleh putusan 
yang bersifat “comdenatoir” dan oleh karena itu pula, logisnya para 
Pelawan tidak dapat dipaksa mengosongkan tanah miliknya apapun 
alasanya, dengan kata lain Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2337 
K/PDT/1997 maupun Penetapan Eksekusi Nomor; 
6/Eks./1999/30/Pdt.G/1994/PN.Prob. dan surat perintah eksekusi tidak 
memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta milik para Pelawan. 
 
b. Sedang berlangsungnya pemeriksaan Peninjauan Kembali saat ini terhadap 
Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2337 K/PDT/1997 antara H.KA, Hj.S 
dan H.EH melawan DU, dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan 
yang nyata serta adanya novum berupa putusan Mahkamah Agung R.I 
Nomor ;188 K/TUN/1995 jo Nomor 25 PK/TUN/1997 perkara antara DU  
(Terlawan I) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, 





1174 dan 1176, yang menegaskan hak milik para pelawan terhadap obyek 
sengketa. 
 
Panitera muda perdata Pengadilan Negeri Probolinggo Abu Heriyoto S.H, 
dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan pengadilan menerima terlebih 
dahulu setiap gugatan perlawanan yang masuk karena fungsinya sebagai lembaga 
bagi para pencari keadilan, walaupun mungkin dengan alasan yang seakan 
dibuat-buat atau bermaksud untuk menunda proses eksekusi. Setelah gugatan 
perlawanan tersebut diputus, Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan 
untuk tetap melaksanakan eksekusi tersebut atau malah membatalkanya sesuai 
dengan amar putusannya. 
 
Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nendi Rusnendi S.H  melihat 
sengketa perdata ini secara kasuistis, mungkin akan sangat berbahaya jika tetap 
memaksakan proses eksekusi terlebih dahulu. Potensi kemungkinan terjadi 
kericuhan saat proses eksekusi sangat besar, dimana diketahui para Pelawan 
dalam perlawanannya memposisikan diri mereka sebagai pihak ketiga. Para 
Pelawan adalah seorang Pengusaha Jasa BUS AKAS sehingga memiliki banyak 
massa di kota Probolinggo, terlebih diatas tanah dan bangunan yang akan 
dieksekusi tersebut merupakan garasi dari bus-bus AKAS milik para Pelawan 
yang masih aktif digunakan, dengan pertimbangan inilah Ketua Pengadilan 
Negeri memilih opsi untuk menunda sementara eksekusi sampai pada diputusnya 
gugatan perlawanan yang diajukan pihak pelawan (tereksekusi), hal ini tidak 
dimaksudkan untuk menunda-nunda ekeskusi, tetapi dimaksudkan untuk sifat 







Pertimbangan lainnya yaitu adanya novum dari pihak pelawan 
(tereksekusi), walaupun menurut Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tidak 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan 
kembali dalam prakteknya secara kasuistis dapat menunda eksekusi, yaitu 
permohonan peninjauan kembali yang benar-benar sesuai dengan salah satu 
alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung. 
 
Sudah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri melihat kasus ini secara 
cermat, bahwa apakah terdapat bukti dan fakta yang jelas terhadap novum 
tersebut yang dapat menyebabkan bisa berbeda putusan dengan upaya hukum 
terdahulu yang telah diputus. Pada upaya hukum sebelumnya, walaupun DU 
kalah melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam  gugatan nomor 
11/G.TUN/1994/PTUN.Sby yang isinya menegaskan keabsahan Sertifikat hak 
milik No.1173, 1174 dan 1176 sebagai milik para Pelawan, tetapi pada amar 
putusan gugatan awal Nomor  : 30/Pdt.G/1994/PN.Prob tatap menyatakan obyek 
sengketa tersebut sah milik DU (Terlawan I) 
 
Terhadap alasan yang di gunakan pelawan Penulis berpendapat adanya 
gugatan perlawanan merupakan upaya yang direkayasa oleh Pelawan dalam 
gugatan perlawananya, hal ini dilakukan oleh pelawan hanya sekedar untuk 
mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi, apalagi ketika saat ini pihak pelawan 
(tereksekusi) masih sangat berkepentingan dalam memanfaatkan obyek sengketa 
tersebut, dalam sengketa perdata ini sebelumnya pada tanggal 9 November 1999 
pelawan (tereksekusi) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa 
peninjauan kembali dan ketika masih dalam proses pemeriksaan pihak 





Probolinggo pada 24 April 2000, sehingga seakan-akan pihak tereksekusi disini 
ingin membuat ruwet sengketa perdata ini untuk sementara waktu termasuk 
untuk mengulur-ulur waktu eksekusi, hal ini tentu kerugian yang nyata bagi 
lawanya si pemohon eksekusi (Terlawan I) yang berupa penambahan beban 
materil dan inmateril dalam berperkara. 
 
Terhadap kasus ini menurut pandangan penulis seharusnya Ketua 
Pengadilan Negeri harus lebih cermat dalam melihat suatu sengketa yang 
diajukan gugatan perlawanan, apakah sengketa tersebut masih ada proses upaya 
hukum yang sedang berlangsung atau tidak. Sengketa perdata gugatan 
perlawanan yang Penulis teliti ini ternyata ada upaya hukum yang masih 
berlangsung yaitu peninjaun kembali, padahal alasan yang dikemukakan pelawan 
dalam gugatan perlawanan maupun peninjauna kembali adalah berupa novum 
yang sama, sehingga kita dapat melihat disini ada itikad tidak baik dari pelawan 
untuk memperlambat proses eksekusi dan membuat kesal pemohon eksekusi atau 
terlawan I di mana proses gugatan perlawanan ini telah memakan waktu yang 
tidak sedikit, dalam catatan penulis gugatan perlawanan ini diajukan pada tanggal 
24 April 2000 dan diputus  Mei 2001, apakah hal ini yang bisa disebut dengan 
peradilan cepat sesuai asas peradilan. Sangat tidak efektif dan efisien dalam 
proses penyelesaian sengketa perdata tersebut, seharusnya Ketua Pengadilan 
Negeri Probolinggo menolak saja gugatan perlawanan tersebut. Pada sengketa 
perdata ini Ketua Pengadilan Negeri telah memutuskan untuk memeriksa gugatan 
perlawanan terlebih dahulu. Penulis berpendapat seharusnya putusan gugatan 
perlawanan ini ditunda terlebih dahulu untuk menunggu putusan peninjauan 
kembali yang sedang berlangsung dalam pemeriksaannya, agar tidak terjadi 






2. Proses Pemeriksaan, Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim pada 
Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata 
 
a. Proses Pemeriksaan 
Proses pemeriksaan perlawanan sengketa perdata Nomor :8/ Pdt.Plw/ 
2000/PN.Probolinggo sama dengan proses pemeriksaan pada suatu gugatan. 
Pihak yang bersengketa adalah tereksekusi (H.KA, Hj.S dan H.EH) melawan 
pihak yang dimenangkan (DU) dalam upaya hukum sebelumnya. Pihak 
tereksekusi mengajukan permohonan perlawanan tersebut ke Pengadilan 
Negeri yang telah memeriksa dan memutus sengketa perdata sebelumnya. 
Majelis hakim kemudian memberi tenggang waktu 40 hari  untuk proses 
mediasi, sejak mediasi ditetapkan bagi para pihak yang bersengketa (SEMA 
No.1 Tahun 2008). Apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak yang 
bersengketa, maka Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan 
perlawanan di depan persidangan, pada sengketa perdata Nomor :8/ Pdt.Plw/ 
2000/PN.Probolinggo tidak ada hasil dari Mediasi, sehingga dilanjutkan 
proses pemeriksaan di depan persidangan.  
 
b. Dasar Pertimbangan Hakim 
1) Dalam Eksepsi 
Bahwa Terlawan I dalam eksepsinya telah menguraikan bahwa 
Pelawan selaku pihak ketiga (dalam hal ini kedudukannya sebagai ahli 
waris almarhum KA) adalah merupakan perlawanan yang obscuur libel 
atau kabur, mengingat putusan Mahkamah Agung R.I reg.Nomor :2337 
K/PDT/1997 tanggal 16 Juni 1997 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 
Nomor 281/  PDT/1996 / PT.Sby tanggal 16 September 1996 jo. Nomor : 
30/Pdt.G/1994/PN.Prob tanggal 11 September 1995, almarhum KA (selaku 





ahliwarisnya yaitu para pelawan (H.KA, Hj.S dan H.EH) sendiri dalam 
mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap 
putusan Mahkamah Agung R.I reg.Nomor :2337 K/PDT/1997, sehingga 
dengan demikian dalil perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga menjadi 
kabur dan justru perlawanan Pelawan tersebut ditujukan pada dirinya 
sendiri. 
   
2) Dalam Pokok perkara 
Setelah  mendengarkan dan mempelajari jawab jinawab antara kedua 
belah pihak dalam gugatan perlawanan tersebut, maka majelis hakim 
melihat adanya suatu perbedaan pendapat antara pihak pelawan dan 
terlawan I, dimana perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar 
guna mempertahankan pendirian masing-masing pihak berdasarkan bukti-
bukti, baik tertulis maupun bukti saksi yang telah diajukan masing-masing 
pihak, oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan telah disangkal 
kebenarnnya oleh pihak Terlawan I, maka kepada pihak Pelawan 
dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanan pelawan 
tersebut. 
 
Diketahui dalam sengketa perdata ini bahwa pihak Terlawan IV 
/almarhum KA disebutkan diwakili oleh ahli warisnya yaitu H.KA, Hj.S 
dan H.EH, karena KA telah meninggal dunia. Pelawan dalam gugatannya 
tersebut hanya menyebutkan KA in casu ahli warisnya sebagai Terlawan IV 
tanpa menguraikan secara jelas siapakah yang dimaksud dengan ahli waris 
dari almarhum KA, yang digugat oleh pelawan tersebut, karena dalam hal 






Majelis hakim berpendapat dengan tidak memberikan perincian 
secara jelas, siapa yang menjadi subyek atau ahli waris yang dimaksud oleh 
para Pelawan sebagai pihak Terlawan IV, maka hal tersebut telah 
menimbulkan ketidakjelasan terhadap subyek yang digugat oleh para 
Pelawan tersebut, karena syarat formalitas dari suatu gugatan harus 
mempunyai kejelasan terhadap pihak-pihak yang berperkara agar supaya 
dapat memberikan kesempatan yang seimbang bagi pihak-pihak yang 
digugat untuk menyatakan pendapatnya atau unuk menagkis atau 
menyangkal terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh pihak yang 
menggugatnya. 
 
c. Putusan Hakim 
Melihat uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, 
bahwa gugatan perlawanan pelawan tersebut tidak jelas atau kabur, karena 
tidak memenuhi syarat formalitas, sehingga oleh karena itu gugatan 
perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 
verklaard). Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.784.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) . 
 
Terkait adanya novum yang masih dalam proses pemeriksaan 
peninjauan kembali berarti majelis hakim dari keputusannya pada gugatan 
perlawanan ini telah mengesampingkan novum tersebut. Para pelawan 
sebelumnya telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 
9 November 1999 terhadap putusan  Mahkamah Agung R.I reg.Nomor :2337 
K/PDT/1997 pada 16 Juni 1999, maka menurut penulis seharusnya Majelis 
Hakim harus mempertimbangkan adanya proses pemeriksaan peninjauan 
kembali tersebut yang telah didasarkan pada novum, dengan tentunya 





diputuskannya perkara peninjauan kembali tersebut, hal ini dimaksudkan agar 
tidak terjadi putusan yang saling bertentangan terhadap obyek yang 
disengketakan dikemudian hari. Otomatis terjadi penundaan eksekusi terhadap 
obyek sengketa dalam surat penetapan eksekusi Nomor : 6/Eks/1999/30/ 
Pdt.G/1994/ PN Probolinggo. 
 
3. Akibat Hukum dari Putusan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam 
Sengketa Perdata 
 
Akibat hukum perlawanan terdiri dari dua akibat yaitu, akibat yuridis dan 
akibat bagi para pihak, apabila amar putusan perlawanan untuk menunda 
eksekusi menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan atau di tolak, maka 
akibat yuridisnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan 
Eksekusi terhadap obyek tersengketa, yang kemudian akan dijalankan  eksekusi 
oleh panitera dan jurusita, sedangkan akibat bagi para pihak, pihak Pelawan harus 
menyerahkan obyek tesengketa kepada Terlawan, ketika pihak Pelawan tidak 
mau secara sukarela melepaskan obyek tersengketa, maka akan dilakukan 
eksekusi oleh Pengadilan.  
 
 Apabila  amar putusan perlawanan menyatakan perlawanan untuk 
menunda eksekusi diterima maka akibat yuridisnya dilakukan penundaan 
terhadap eksekusi untuk sementara waktu, sedangkan akibat bagi para pihak, 
pihak Pelawan tetap menguasai obyek tersengketa, sedangkan Terlawan tertunda 
dari pemenuhan hak realisasi eksekusinya. Amar putusan yang berbunyi 
perlawanan tidak dapat diterima, maka Pelawan dapat mengajukan perlawanan 
lagi ke Pengadilan Negeri, ketika perlawanan tersebut dirasa Ketua Pengadilan 





Pengadilan Negeri bisa langsung memerintahkan untuk mengeksekusi obyek 
sengketa, walaupun pelawan mengajukan perlawananya kembali. 
 
Dalam sengketa perdata pada sengketa perdata Nomor :8/ Pdt.Plw/ 
2000/PN.Probolinggo, amar putusannya dinyatakan perlawanan pelawan 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga Ketua 
Pengadilan Negeri Probolinggo menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi dan 
memerintahkan panitera dan jurusita untuk mengeksekusi obyek tersengketa.  
 
Pengadilan tetap belum bisa menjalankan eksekusi, karena ada perlawanan 
massa kepolisianpun belum berani mem beck up proses eksekusi dengan melihat 
kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan, dengan adanya kondisi yang 
seperti ini ,maka Ketua Pengadilan Negeri tidak memaksakan eksekusi untuk 
dilakukan secara segera.  Serta adanya alasan penundaan eksekusi yang berupa 
novum dari pihak pelawan mengakibatkan eksekusi lebih baik di tunda terlebih 
dahulu, karena masih berlangsungnya proses pemeriksaan peninjauan kembali 
yang ada di Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Negeri Nendi Rusnendi S.H 
berpendapat bahwa dikhawatirkan bisa menjadi putusan yang salah jika proses 
eksekusi dilakukan sekarang sedangkan masih ada upaya hukum luar biasa yang 
memiliki bukti dan alasan yang cukup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 
 
Penulis berpendapat pada sengketa perdata ini memang seharusnya tetap 
dilakukan penundaan eksekusi terlebih dahulu. Eksekusi tidak perlu dilakukan 
dengan segera. Dasarnya tidak hanya dengan melihat kondisi dilapangan ketika 
nanti akan terjadi eksekusi secara paksa, tetapi juga masih adanya proses 
pemeriksaan peninjauan kembali. Ketua Pengadilan Negeri mengacuhkan saja 





Pengadilan Negeri, karena alasanyanya yang dinilai tidak realistis, dimana para 
Pelawan (H.KA, Hj.S dan H.EH) yang tidak lain ahliwaris KA mengaku sebagai 
pihak ketiga. H.KA, Hj.S dan H.EH telah mengantikan kedudukan KA sejak 
upaya hukum kasasi. Setelah ada putusan peninjaun kembali, Ketua Pengadilan 
Negeri menentukan akan melaksanakan atau malah membatalkan eksekusi 
tersebut. 
Ketelitian dan kecermatan seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam 
mempertimbangkan dan menentukan apakah menunda atau tetap melaksanakan 
eksekusi harus dilakukan secara fair, Karena eksekusi riil merupakan proses yang 
























SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan 
Negeri Probolinggo, serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, 
selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Alasan yang Digunakan saat Mengajukan Perlawanan untuk Menunda 
Eksekusi dalam Sengketa Perdata 
 
Alasan yang digunakan para pelawan untuk menunda eksekusi dalam 
sengketa perdata  adalah : 
 
a. Para pelawan memposisikan diri mereka sebagai pihak ketiga, dimana 
para pelawan selaku pemilik sah atas tanah-tanah tersebut tidak merasa 
ikut digugat sebagai pihak dalam sengketa perdata awal, dari gugatan 
sampai kasasi antara DU melawan KA, oleh karena para Pelawan bukan 
sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka para Pelawan tidak terikat 
oleh putusan yang bersifat “comdenatoir” dan oleh karena itu pula, 
logisnya para Pelawan tidak dapat dipaksa mengosongkan tanah miliknya 
apapun alasanya, dengan kata lain Putusan Mahkamah Agung R.I. 
No.2337 K/PDT/1997 maupun Penetapan Eksekusi Nomor; 
6/Eks./1999/30/Pdt.G/1994/PN.Prob. dan surat perintah eksekusi tidak 
memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta milik para Pelawan. 
 
c. Sedang berlangsungnya pemeriksaan Peninjauan Kembali saat ini terhadap 





dan H.EH melawan DU, dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan 
yang nyata serta adanya novum berupa putusan Mahkamah Agung R.I 
Nomor ;188 K/TUN/1995 jo Nomor 25 PK/TUN/1997 perkara antara DU  
(Terlawan I) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, 
yaitu putusan yang menegaskan keabsahan Sertifikat hak milik No.1173, 
1174 dan 1176, yang menegaskan hak milik para pelawan terhadap obyek 
sengketa. 
 
Terhadap alasan yang di gunakan pelawan Penulis berpendapat adanya 
gugatan perlawanan merupakan upaya yang direkayasa oleh Pelawan dalam 
gugatan perlawananya, hal ini dilakukan oleh pelawan hanya sekedar untuk 
mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi, apalagi ketika saat ini pihak 
pelawan (tereksekusi) masih sangat berkepentingan dalam memanfaatkan 
obyek sengketa tersebut, dalam sengketa perdata ini sebelumnya pada tanggal 
9 November 1999 pelawan (tereksekusi) telah mengajukan upaya hukum luar 
biasa berupa peninjauan kembali dan ketika masih dalam proses pemeriksaan 
pihak tereksekusi mengajukan lagi gugatan perlawanan ke Penggadilan Negeri 
Probolinggo pada 24 April 2000, sehingga seakan-akan pihak tereksekusi 
disini ingin membuat ruwet sengketa perdata ini untuk sementara waktu 
termasuk untuk mengulur-ulur waktu eksekusi, hal ini tentu kerugian yang 
nyata bagi lawanya si pemohon eksekusi (Terlawan I) yang berupa 
penambahan beban materil dan inmateril dalam berperkara. 
 
Terhadap kasus ini menurut pandangan penulis seharusnya Ketua 
Pengadilan Negeri harus lebih cermat dalam melihat suatu sengketa yang 
diajukan gugatan perlawanan, apakah sengketa tersebut masih ada proses 
upaya hukum yang sedang berlangsung atau tidak. Sengketa perdata gugatan 





berlangsung yaitu peninjaun kembali, padahal alasan yang dikemukakan 
pelawan dalam gugatan perlawanan maupun peninjauan kembali adalah 
berupa novum yang sama, sehingga kita dapat melihat disini ada itikad tidak 
baik dari pelawan untuk memperlambat proses eksekusi dan membuat kesal 
pemohon eksekusi atau terlawan I di mana proses gugatan perlawanan ini 
telah memakan waktu yang tidak sedikit, dalam catatan penulis gugatan 
perlawanan ini diajukan pada tanggal 24 April 2000 dan diputus  Mei 2001, 
apakah hal ini yang bisa disebut dengan peradilan cepat sesuai asas peradilan. 
Sangat tidak efektif dan efisien dalam proses penyelesaian sengketa perdata 
tersebut, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo menolak saja 
gugatan perlawanan tersebut. Pada sengketa perdata ini Ketua Pengadilan 
Negeri telah memutuskan untuk memeriksa gugatan perlawanan terlebih 
dahulu. Penulis berpendapat seharusnya putusan gugatan perlawanan ini 
ditunda terlebih dahulu untuk menunggu putusan peninjauan kembali yang 
sedang berlangsung dalam pemeriksaannya, agar tidak terjadi putusan yang 
saling bertentangan terhadap obyek yang disengketakan. 
 
2. Proses Pemeriksaan, Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim pada 
Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata. 
 
a. Proses Pemeriksaan 
Proses pemeriksaan perlawanan Nomor :8/ Pdt.Plw/ 
2000/PN.Probolinggo sama dengan proses pemeriksaan pada suatu 
gugatan. Pihak yang bersengketa adalah tereksekusi (H.KA, Hj.S dan 
H.EH) melawan pihak yang dimenangkan (DU) dalam upaya hukum 
sebelumnya. Perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah 
memeriksa dan memutus sengketa perdata sebelumnya. Majelis hakim 





mediasi ditetapkan bagi para pihak yang bersengketa (SEMA No.1 Tahun 
2008), pada perlawanan Nomor :8/ Pdt.Plw/ 2000/PN.Probolinggo tidak 
ada kesepakatan dalam Mediasi, maka Majelis hakim melanjutkan 
pemeriksaan gugatan perlawanan di depan persidangan.  
 
b. Dasar Pertimbangan 
1) Dalam Eksepsi 
Bahwa Terlawan I dalam eksepsinya telah menguraikan bahwa 
Pelawan selaku pihak ketiga (dalam hal ini kedudukannya sebagai ahli 
waris almarhum KA) adalah merupakan perlawanan yang obscuur libel 
atau kabur, mengingat putusan Mahkamah Agung R.I reg.Nomor :2337 
K/PDT/1997 tanggal 16 Juni 1997 jo putusan Pengadilan Tinggi 
Surabaya Nomor 281/  PDT/1996 / PT.Sby tanggal 16 September 1996 
jo. Nomor : 30/Pdt.G/1994/PN.Prob tanggal 11 September 1995, 
almarhum KA (selaku tergugat I/Penggugat Rekonpensi) 
kedudukannya digantikan oleh para ahliwarisnya yaitu para pelawan 
(H.KA, Hj.S dan H.EH) sendiri dalam mengajukan permohonan 
pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung 
R.I reg.Nomor :2337 K/PDT/1997, sehingga dengan demikian dalil 
perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga menjadi kabur dan justru 
perlawanan Pelawan tersebut ditujukan pada dirinya sendiri. 
 
2) Dalam Pokok perkara 
Diketahui dalam sengketa perdata ini bahwa pihak Terlawan IV 
/almarhum KA disebutkan diwakili oleh ahli warisnya yaitu H.KA, 
Hj.S dan H.EH, karena KA telah meninggal dunia. Pelawan dalam 
gugatannya tersebut hanya menyebutkan KA in casu ahli warisnya 





dimaksud dengan ahli waris dari almarhum KA, yang digugat oleh 
pelawan tersebut, karena dalam hal ini justru para Pelawan adalah ahli 
waris dari almarhum KA. 
 
Majelis hakim berpendapat dengan tidak memberikan perincian 
secara jelas, siapa yang menjadi subyek atau ahli waris yang dimaksud 
oleh para Pelawan sebagai pihak Terlawan IV, maka hal tersebut telah 
menimbulkan ketidakjelasan terhadap subyek yang digugat oleh para 
Pelawan tersebut, karena syarat formalitas dari suatu gugatan harus 
mempunyai kejelasan terhadap pihak-pihak yang berperkara agar 
supaya dapat memberikan kesempatan yang seimbang bagi pihak-pihak 
yang digugat untuk menyatakan pendapatnya atau unuk menagkis/ 
menyangkal terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh pihak yang 
menggugatnya. 
 
b. Putusan Hakim 
Terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim 
berpendapat, bahwa gugatan perlawanan para pelawan tersebut tidak jelas 
atau kabur, karena tidak memenuhi syarat formalitas, sehingga oleh 
karena itu gugatan perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat 
diterima(niet ontvankelijke verklaard). 
 
Terkait adanya novum yang masih dalam proses pemeriksaan 
peninjauan kembali berarti majelis hakim dari keputusannya pada gugatan 
perlawanan ini telah mengesampingkan novum tersebut. Para pelawan 
sebelumnya telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada 
tanggal 9 November 1999 terhadap putusan  Mahkamah Agung R.I 





seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan adanya proses 
pemeriksaan peninjauan kembali tersebut yang telah didasarkan pada 
novum, dengan tentunya menunda putusan gugatan perlawanan terlebih 
dahulu sampai selesai dan diputuskannya perkara peninjauan kembali 
tersebut, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi putusan yang saling 
bertentangan terhadap obyek yang disengketakan dikemudian hari. 
Otomatis terjadi penundaan eksekusi terhadap obyek sengketa dalam surat 
penetapan eksekusi Nomor : 6/Eks/1999/30/ Pdt.G/1994/ PN 
Probolinggo. 
 
3. Akibat Hukum dari Putusan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi 
dalam Sengketa Perdata 
 
Dalam sengketa perdata pada sengketa perdata Nomor :8/ Pdt.Plw/ 
2000/PN.Probolinggo, amar putusannya dinyatakan perlawanan pelawan 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga Ketua 
Pengadilan Negeri Probolinggo menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi dan 
memerintahkan panitera dan jurusita untuk mengeksekusi obyek tersengketa.  
 
Pengadilan tetap belum bisa menjalankan eksekusi, karena ada 
perlawanan massa kepolisianpun belum berani mem beck up proses eksekusi 
dengan melihat kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan, dengan adanya 
kondisi yang seperti ini ,maka Ketua Pengadilan Negeri tidak memaksakan 
eksekusi untuk dilakukan secara segera.  Serta adanya alasan penundaan 
eksekusi yang berupa novum dari pihak pelawan mengakibatkan eksekusi 
lebih baik di tunda terlebih dahulu, karena masih berlangsungnya proses 
pemeriksaan peninjauan kembali yang ada di Mahkamah Agung. Hakim 





bisa menjadi putusan yang salah jika proses eksekusi dilakukan sekarang 
sedangkan masih ada upaya hukum luar biasa yang memiliki bukti dan alasan 
yang cukup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung. 
 
Penulis berpendapat pada sengketa perdata ini memang seharusnya tetap 
dilakukan penundaan eksekusi terlebih dahulu. Eksekusi tidak perlu dilakukan 
dengan segera. Dasarnya tidak hanya dengan melihat kondisi dilapangan 
ketika nanti akan terjadi eksekusi secara paksa, tetapi juga masih adanya 
proses pemeriksaan peninjauan kembali. Ketua Pengadilan Negeri 
mengacuhkan saja atau menolak pengajuan gugatan perlawanan yang 
dilakukan oleh pelawan ke Pengadilan Negeri, karena alasanyanya yang dinilai 
tidak realistis, dimana para Pelawan (H.KA, Hj.S dan H.EH) yang tidak lain 
ahliwaris KA mengaku sebagai pihak ketiga. H.KA, Hj.S dan H.EH telah 
mengantikan kedudukan KA sejak upaya hukum kasasi. Setelah ada putusan 
peninjaun kembali, Ketua Pengadilan Negeri menentukan akan melaksanakan 




Terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis ingin 
memberikan saran sebagai berikut : 
 
1.   Ketua Pengadilan Negeri sebagai pihak yang memutuskan diterima atau 
tidaknya gugatan perlawanan dari pelawan, yang dimaksudkan untuk 
menunda eksekusi sampai diputuskannya gugatan perlawanan tersebut. 
Ketua Pengadilan Negeri harus cermat melihat suatu kasus, dalam 





kesempatan untuk memeriksa gugatan perlawanan tersebut terlebih dahulu, 
karena setelah adanya putusan kasasi berarti telah menyatakan suatu 
sengketa perdata berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi dan 
menjadi hak dari pihak yang menang dalam sengketa perdata untuk 
mendapatkan realisasi putusan dari sengketa tersebut.  
2.   Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan pelaksana eksekusi harus cermat 
dalam melihat situasi dilapangan, ketika akan melakukan eksekusi riil. Ketua 
Pengadilan Negeri harus mampu menetapkan waktu yang tepat dan tidak 
terburu-buru dalam eksekusi, ketika melihat adanya potensi perlawanan yang 
cukup kuat dari para tereksekusi. Dimungkinkan juga melakukan 
penyelesaian secara persuasife dalam sengketa perdata ini, apabila obyek 
tersengketa masih sulit dan tetap rawan untuk dipaksakan eksekusi.    
3.   Badan Pertanahan Nasional, harus lebih hati-hati lagi dalam menerbitkan 
surat hak milik atas sebidang tanah, menyelidiki terlebih dahulu apakah 
tanah tersebut sedang dalam sengketa atau tidak. Lebih banyak lagi dalam 
menjalin komunikasi dengan lembaga negara yang lain terutama Pengadilan 
Negeri. 
4.   Segenap Masyarakat, agar lebih dewasa lagi dalam memahami hukum di 
negara ini, boleh mengawal proses peradilan tapi jangan gunakan pengadilan 
masa. Jadilah masyarakat yang tertib hukum dan tingkatkan kepercaya  ke 
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